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. TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI BUOL,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan dan Susunan Perangicat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undgng Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
-Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan
BUPATI BUOL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.




Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemcﬁntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
. Bupati adalah Bupati Buol.
. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.
. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD ac.ia_lah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KabupatenBuol.
. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buol.
Dinas Daerah adalal'; Dinas Daerah Kabupaten Buol.
. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Buol.
. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin
oleh Camat.
. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
. Unit Pelaksana Teknis Badanyang selanjutnya disingkat UPTB adalah
unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan
sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Dinas Daerah;




e. Badan Daerah; dan

f. Kecamatan.

Pasal 3
Dinas Daerah sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan ;

b. DinasKesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan;

¢. DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan
pemerﬁntahan bidang pckcrjaanﬁrnum dan Penataan Ruang;

d. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perhubunga.n.;

e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasanhperrnukiman meﬁyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman
dan bidang pertanahan;

f. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Ketenteraman dan Ketertibane Umum, serta perlindungan
masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub
urusan pemadam kebakaran;

g. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang soaial ;

h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kérja dan transmigrasi ;

i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak ;

j. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pangan ;




. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang
Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;

. Dinas Pernberdaya.an Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa :

Dinas Pengendailian Penduduk dan Keluarga Berencana
menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang pengendalian

penduduk dan KB ;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang koperasi, dan UKM“;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menyelenggarakan urusan pemérintahan bidang penanaman modal dan

PTSP;

. Dinas Pemuda dan Olahragamenyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Kepemudaan dan olahraga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan ;

Dinas Perikanan menyelenggarakan wurusan pemerintahan bidang
kelautan dan perikanan;

. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;

Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pariwisata; dan

. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan

persandian.



Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

a. badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan
pengembangan;

b. badan Kepegawaign dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan

: sumber daya manusia;

c. badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang
di bidang pendapatan daerah;

d. badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi
penunjang di bidan‘g keuangan dan asset daerah; dan

e. badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi

penunjang penanggulangan bencana.

Pasal S
(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :
a. kecamatan Biau;
b. kecamatan Lakeas;
c. kecamatan Karamat;
d. kecamatan Momunu;
e. kecamatan Tiloan;
f. kecamatan Bokat;
kecamatan Bukal,

h. kecamatan Bunobogu;



!

L

(3)

i. kecamatan Gadung;

J. kecamatan Paleleh; dan

k. kecamatan Paleleh Barat.

Pasal 6

(1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan

-

tipe A.
Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
dimaksud. dalam Pé.sal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan
tipe C.
Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, untuk pertama kali dibentuk dengan
tipe A. “
Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai
berikut:
a. dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
b. dinas Kesehatan tipe B;
c. dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A;
d. dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B;
e. satuan Polisi Pamong Prajatipe A;
f. dinas Perhubungan tipe B;
dinas Sosial tipe A;
h. dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B;
i. dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B;
j. dinas Ketahanan Pangantipe B;
k. dinas Lingkungan Hidup tipe A;

1. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
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(5)

(6)

1.

0.

w.

- m. dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;

dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe B;

dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B;

dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A;
dinas Pemuda dan Olahraga tipe A;

dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A;

dinas Perikanax; tipe B;

dinas Pertanian tipe B;

dinas Pcrdaganéan dan Perindustrian tipe A;

dinas Pariwisata tipe C; dan

dinas Komunikasi dan Informatika tipe A.

Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan

susunanorganisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan

tipe sebagai berikut :

a.

b.

badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A;

badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A;

badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A; dan

badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe

C.

Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk

dengan tipe sebagai berikut :

a.

b.

C.

kecamatan Biau tipe A;
kecamatan Lakea tipe A;
kecamatan Karamat tipe A;
kecamatan Momunu tipe A,
kecamatan Tiloan tipe A;
kecamatan Bokat tipe A;
kecamatan Bukal tipe A;

kecamatan Bunobogu tipe A;



| i kecamatan Gadung tipe A;
j. kecamatan Paleleh tipe A; dan

k. kecamatan Paleleh Barat tipe A.

Pasal 7
‘ Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai

dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
F Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat

(6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Il
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 9
(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
| (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB.
(3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk
untuk melaksanakan sebagian Kkegiatan teknis operasional dan/atau
7 kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembcntukan dan susunan organisasi
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi

s

UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 10

| (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat UPTD di

Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.

(2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi
satuan pendidikan .foxmaldan non formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih laﬁjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan

pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPTD di
Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerahdan pusat kesehatan
masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan
yang bekerja secara profesional. .

(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola
klinis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi
unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit
pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 12

(1) Pada Sekretariat Daerah dibentuk Unit Layanan Pengadaan.
(2) Besaran Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada kctfintuan peraturan perundang-undangan.

(3] Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

—7 melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris baerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja I‘Jnit Layanan

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB V

STAF AHLI

T R T T T T

Pasal 13
(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1l) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi

persyaratan.

Pasal 14
‘ Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas Staf

Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

E | 11




BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEEQUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16
(1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap susunan Perangkat Daerah.
(3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

(1) Bupati dapat melakukan pemﬁa.han besaran dan susunan organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud "dalam Pasal 16.
(2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempernatikan asas:
a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b. efisiensi;
c. efektivitas;
d. pembagian habis tugas;
e. rentang kendali;
f. tata kerja yang jelas; dan

g. fleksibilitas.

12
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' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Pada saat Peraturan.Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Lembaga
Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat
Daerah yang' menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah inj
diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Daerah ini.
Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD
dan UPTB yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
pejabat yang baru berdasarkan -Peramran‘Bupati tcntaﬁg Pembentukan
UPTD dan UPTB menurut Peraturan Daerah ini.
Pasal 20
Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan
tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
Pasal 22
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Polittkk Daerah Kabupaten yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum

Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai
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dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-
undangan mengenai pclaksanaan'urusan pemerintahan umum.

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan

urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

a. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nc;mor 07 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2007 Nomor 07);

b. Peraturan Daerah Kabupaten BuolKabupaten Buol Nomor 02 tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan- Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Buol
(Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 02);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor
03);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol
(Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04),

e. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 05 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Buol

(Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 05);

14




Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 27 Tahun 2008 Tentang
Perubahaan atas Perubahaan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Buol ( Lembar
Daerah Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 19 Tahun 2009 Tentang

Perubahaan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2008

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Buol (Lembar

Daerah Tahun 2009 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 28 Tahun 2008 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis (Lembar Daerah Tahun 2008
nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Buol N;)mor 20 Tahun 2009 Tentang
Perubahaan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Perubahaan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008
Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis (Lembar daerah Tahun
2009 Nomor 20); -

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomo.r 2 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Organisasi tata Kerja Lembaga Teknis (Lembar Daerah Tahun 2010
Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 19 Tahun 2011 Tentang
Perubahaan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata chja Dinas (Lembar Daerah Tahun 2011
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Perubahaan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Organisasi Taté. Kerja Lembaga Teknis (Lembar Daerah Tahun

2013 Nomor 9);

15



‘. m. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 07 Tahun 2014 Tentang
| Perubahaan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008
Tentang Organisasi tata Kerja Dinas (Lembar Daerah Kabupaten Buol
Tahun 2014 Nomor 07);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2014 Tentang
' Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretagiat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembar
Daerah Kabupaten Buol Nomor 49 Tahun 2014y,

0. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Perubahaan Kedua atas Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Nomor
02 Tahun 2008 Tentang Organisasi tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Buol (lembar Tahun

2015 Ncmor 05);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati
mengenai Pembentukan dan Susunan Organjsasi UPTD dan UPTB sebagai
peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini

diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Buol ini mulai berlaku,
a. semua Peraturan Bupati méngcna.i Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat,
Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari

Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini

diundangkan; dan
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b. semua Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Organisasi pada UPTD dan UPTB yang telah ada sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum

dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

. Pasal 26
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daere‘Lh Kabupaten

Buol. 3

Ditetapkan di Buol

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2016 NOMOR 0S5
REGISTER 49/04/2016
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentng
Pemerintahan Daerah merupakan tolak ukur terjadinya perubahan yang
sangat signifikan bagi perangkat daerah di Indonesia khususnya bagi
perangkat daerah yang ada di daerah-daerah. Perubahan ini disebabkan
karena harus mengikuti tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai prinsip tepat
fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang
sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah berdasarkan

prinsip penataan organisisasi perangkat daerah yang rasional,

proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai
dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang
diatur dalam Peraturan Pemrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efekifitas,
pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,
fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

potensi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah

yang terdiri dari unsur staf, unsur pengawasan, unsur pelaksana dan
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unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan
sekretariat DPRD, unsur pengawasan diwadahi dalam inspektorat
daerah, unsur pelaksana diwadahi dalam bentuk dinas daerah dan

unsur penunjang diwadahi dalam bentuk badan daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas N
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
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Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
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Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2016 NOMOR 05
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